







1.1.      Latar Belakang Masalah 
Beberapa tahun ini sering terjadi penyerapan anggaran yang kurang 
maksimal pada pemerintah daerah di Indonesia. Pada awal tahun penyerapan 
anggaran bisa dibilang cukup rendah namun pada akhir tahun mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi. Penyerapan anggaran yang rendah dapat 
memberikan dampak terhadap realisasi kegiatan yang sudah direncanakan 
sebelumnya. Apabila hal tersebut berkaitan dengan program pembangunan (sarana 
dan prasarana) untuk fasilitas umum yang dipergunakan oleh banyak masyarakat, 
maka akan mengakibatkan keterlambatan mengenai manfaat yang akan diperoleh 
dan dinikmati oleh semua masyarakat umum, disamping buruknya kualitas barang 
dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas (Malahayati, 2015). 
Penggerak roda perekonomian pada suatu daerah adalah kinerja dari 
sebuah pemerintahan dalam menyerap dana yang didapat, karena menjadi tolak 
ukur pemerintahan yang baik.  Perekonomian dalam suatu daerah dikatakan baik 
jika dilihat dari maksimalnya serapan anggaran pendapatan dan belanja yang 
memiliki pengaruh cukup signifikan. Menurut Seftianova (2013), faktor yang 
mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan, yakni 





di masa depan yang dapat menjadi pedoman dan penuntun arah agar suatu 
organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep perencanaan yang 
kurang matang dalam perencanaan anggaran dapat menjadi masalah yang 
berdampak pada penentuan program kerja yang tidak sejalan dengan apa yang 
diharapkan. Selain itu, masalah yang terjadi pada perencanaan juga disebabkan 
karena tidak semua anggaran yang diajukan akan diterima. Akhirnya anggaran 
yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa melihat kebutuhan yang 
sebenarnya (Seftianova, 2013).  
Selain perencanaan anggaran yang menjadi faktor mempengaruhi 
pengelolaan anggaran adalah kualitas sumber daya manusia. Kemampuan yang 
dimiliki seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan serta 
profesionalisme dalam mengerjakan tugas merupakan kemampuan yang dimiliki 
oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi aspek dari kualitas 
sumber daya manusia, sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan 
anggaran membutuhkan staf atau karyawan yang memiliki motivasi dan 
pengalaman. Faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan 
anggaran yaitu pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pengelola keuangan. 
Hal tersebut selaras dengan penjelasan Maulana (2011) yaitu kurangnya 
penyerapan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 
disebabkan Karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mampu 
meningkatkan sumber daya manusia.  
Penyerapan anggaran berkaitan erat dengan teori keagenan yaitu teori 
yang menjelaskan adanya hubungan antara satu orang atau lebih (principal) yang 
mempekerjakan orang lain (agen) untuk diberikan wewenang dalam pengambilan 





dengan manajemen pada suatu organisasi sektor publik yakni bupati yang menjadi 
principal dan organisasi perangkat daerah yang menjadi agen. Dalam penerapan 
teori tersebut memerlukan pemisahan tugas agar tidak terjadi penyalahgunaan 
kekuasaan. Pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih merupakan salah satu 
hal yang paling baik dalam menunjang proses pelaksanaan anggaran dan realisasi 
belanja daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya memerlukan 
mekanisme sistem yang baik dalam proses mengelola dana publik agar tidak 
terjadi permasalahan yang bisa saja terjadi setiap waktu. Anggaran yang sudah 
disetujui diharapkan agar bisa diserap dengan baik oleh pemerintah daerah agar 
dana tersebut dapat dipergunakan langsung untuk kegiatan pemerintahan.  
Menurut wakil ketua DPRD Taufik Hidayat Tri Yudono “Rendahnya 
serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berlanjut hingga mendekati 
akhir triwulan ke dua, persentase serapan anggaran cukup kecil yaitu 27,08%. Hal 
ini di karenakan beberapa dinas yang memiliki serapan anggaran rendah adalah 
Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pekerjaan Umum Bina dan 
Sumber Daya Air (DPUBMSDA). Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang 
memiliki serapan anggaran rendah senilai 3,42% serta Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) memiliki serapan anggaran 
rendah senilai 3,97%” (Surya, 2019). 
Serapan anggaran di sejumlah instansi pada Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo memasuki triwulan ke-4, anggaran yang terserap rata-rata 
baru 40 persen. Dari anggaran sebesar Rp 4,4 triliun rupiah untuk tahun 2018, 
terhitung yang terserap hanya sekitar Rp 2,2 triliun rupiah, atau rata-rata baru 
sekitar 40,41 persen. Masih jauh dari standar penyerapan anggaran di triwulan 





sejumlah dinas yang paling sedikit penyerapan anggarannya. Diketahui bahwa 
terdapat tiga yang paling menonjol, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana 
(Dinas PMD, P3A, KB) yang serapan anggarannya baru 44,73 persen, yakni dari 
total alokasi anggaran sebesar 32 miliar rupiah yang terserap baru 14 miliar 
rupiah. Kemudian Dinas Perumahan dan Permukiman yang alokasi anggarannya 
82 miliar rupiah baru terserap 21 miliar rupiah atau 25,60 persen. Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruangan dari anggaran 635 miliar rupiah baru terserap 134 
miliar rupiah atau sekitar 21,18 persen dari situs (Tribunnews, 2018). Hal tersebut 
menandakan bahwa terdapat sistem yang buruk dalam mengelola dana anggaran 
yang diperoleh, sehingga dana tersebut tidak mampu terserap dengan baik.  
Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo memberikan daya tarik 
untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi 
penyerapan anggaran. Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, 
seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Setiawan (2019) yang 
mengatakan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap 
penyerapan anggaran. Sementara itu, Rifai,dkk (2016) menyatakan bahwa 
perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 
Ramadhani dan Setiawan (2019) dalam penelitiannya menyatakan variabel 
kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 
Akan tetapi Anisa (2017) menyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya 
manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Teori keagenan 
juga mendasari penelitian ini sebab teori ini menjelaskan mengenai hubungan 
kerja antara yang memberikan wewenang dengan yang diberikan wewenang, hal 





sumber daya manusia yang dapat memengaruhi kualitas penyerapan anggaran itu 
sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan 
anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan 
anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan 
karena masih terdapat perbedaan mengenai hasil uji pengaruh variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu pengaruh 
perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi (variabel 
X) terhadap penyerapan anggaran (variabel Y). 
1.2.       Perumusan Masalah 
       Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang 
telah disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Apakah perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap penyerapan 
anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo? 
2. Apakah kualitas sumber daya memiliki pengaruh terhadap penyerapan 
anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo? 
1.3.      Tujuan Penelitian 
      Adapun tujuan penelitian yang bisa dilihat dari rumusan masalah di 
atas adalah sebagai berikut:  
1. Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan 
anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo. 
2. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 





1.4.       Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis dengan adanya penelitian yang dilakukan ini diharapkan 
memberikan wawasan tambahan bagi penulis yang sebelumnya hanya tahu 
mengenai teori menjadi lebih mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel terhadap teori yang digunakan dalam penelitian. 
2. Bagi Objek Penelitian seperti pihak pemerintah, diharapkan hasil dari 
penelitian ini mampu memberikan masukan atau gambaran terkait dengan 
permasalahan tentang penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo. 
3. Bagi Akademisi diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan 
pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan 
referensi untuk penelitian selanjutnya.  
1.5.       Sistematika Penulisan  
Penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang 
mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian mengenai 
penyerapan anggaran, perumusan masalah, tujuan penelitian, 









BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi 
penelitian tentang penyerapan anggaran dan menjadi acuan 
teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka 
penelitian. 
 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel dari 
penelitian tentang pengaruh perencanaan dan kualitas sumber 
daya manusia terhadap penyerapan anggaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo, variabel penelitian yaitu penyerapan anggaran, 
perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia, 
metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 
 
BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 
Bab ini berisikan tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan seluruh hasil penelitian yang diperoleh penulis. Dimana 
dalamnya berisi tentang analisis dan pemecahan masalah yang 
dikaji dalam skripsi ini.  
 
BAB V  : PENUTUP 
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 
keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang 
diberikan untuk penelitian berikutnya. Saran yang diajukan 





diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin melakukan 
penelitian berikutnya. 
 
